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Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Dr.M. H. Supriadi B., S.Kp., M.Kep
Jabatan : Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim
Alamat : JI. Kurnia Makmur No. 64 RT 24, Kel. Harapan Baru,

Loa Janan Ilir, Samarinda.
Bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Kaltim, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

1I. Nama : Dr. Finnah Fourgoniah, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas [lmu Politik dan Ilmu Sosial
Alamat : J1. Muara Muntai, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu,

Kota Samarinda _
Bertindak untuk dan atas'nama Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas
Mulawarman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
“PARA PIHAK?”.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka
pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat demi
terciptanya hubungan kelembagaan antara Poltekkes Kemenkes Kaltim dan

Fakultas I[lmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Mulawarman.

Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama Nomor : 223 /UN17/KS/2021; Nomor :
HK.03.01/1.3/00973/2021, serta diadakannya beberapa pertemuan dan
pembicaraan yang mendalam maka Para Pihak sepakat menyusun prinsip-prinsip
umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan

kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PENETAPAN
Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

o Foe N

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi -dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500};

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset,
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik

Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
TUJUAN
1. Para Pihak sepakat melakukan perjanjian kerja sama dalam kaitannya dengan
peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat
DAN Rekruitmen Lulusan Poltekkes Kaltim;
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Meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat dengan pihak pertama dan pihak kedua

sama-sama sebagai tim dalam menjalankan bidang tersebut diatas.

Pasal 3
PRINSIP KERJA SAMA
Saling menguntungkan Para Pihak, efektif, efisien dan berkelanjutan;
Menciptakan sinergi Para Pihak terutama dalam bidang Pendidikan, Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja
sama ini Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan
mufakat.
Pasal 4
RUANG LINGKUP
Kerja sama dalam bidang Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM
melalui penyelenggara kerja sama Pendidikan khususnya Pendidikan Sarjana
dan atau Sarjana Terapan;
Kerja sama bidang penelitian untuk meningkatkan kualitas SDM melalui joint
research, pelatihan-pelatihan, penelitian serta penulisan artikel ilmiah
bersama;
Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat;
Kerja sama dalam Kuliah Tamu, Webinar, Koferensi Bersama dan Event
lainnya;
Pembinaan dalam Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
Mengadakan pertukaran mahasiswa dalam rangka Program Kampus Merdeka;
Pelaksanaan program magang dan Pengalaman Belajar Lapangan mahasiswa;
Pelaksanaan Uji Etik (ethical clearance) bagi pemenuhan administrasi
pelaksanaan penelitian;
Penggunaan ruang laboratorium dengan ketentuan yang akan dibahas lebih

lanjut.

Pasal 5
. TUGAS DAN WAWENANG
Para Pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang
mendukung kerja sama ini;
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2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat di integrasikan serta
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja Para Pihak serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6
PEMBIAYAAN
Biaya yang diperlukan untuk kerja sama ini dibebankan kepada Para Pihak secara

proposional yang diatur kemudian berdasarkan atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU
Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah
kerja sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para
Pihak.

Pasal 8
PENGGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir
karena terjadinya penggantian Pejabat dari Para Pihak.

Pasal ©
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1} Yang dimaksud keadaan memaksa (selanjutnya disebut “force majeure”) adalah
peristiwa yang terjadi diluar kemampuan Para Pihak yang berakibat tidak
dapat dipenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak. Adapun peristiwa yang
termasuk keadaan memaksa (force majeure) antara lain:

gempa bumi;

banjir besar;

kebakaran besar;

tanah longsor;

wabah penyakit;

pemogokan umum,;

huru-hara;

sabotase;

perang;

pemberontakan; atau

keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Apabﬂa terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada Pihak
lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat
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terjadinya peristiwa Force Majeur disertai dengan surat keterangan resmi dari
pihak yang berwenang;

(3) Para Pihak dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur
dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh force majeure;

(4) Apabila setelah peristiwa force majeure berakhir, Para Pihak wajib untuk
meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian ini;

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat
terjadinya peristiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing
Pihak.

Pasal 10
PERJANJIAN KERJA SAMA TAMBAHAN (ADDENDUM)

(1) Hal yang belum diatur serta perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, akan
diatur lebih lanjut secara tertulis oleh Para Pihak sebagai Perjanjian Kerja
Sama Tambahan (Addendum);

(2) Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau
komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat
secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh Para Pihak;

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi Para Pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA :
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur

Alamat :  JL. Kurnia Makmur No.64 RT.24, Kel. Harapan Baru, Kec.
Loa Janan Ilir, Samarinda.

Telepon : (0541) 738153 - (0813 47724921 /081253530550)

Email :  kerjasamapolkeskalti ail.com

b. PIHAK KEDUA :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat :  JL. Muara Muntai, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota
Samarinda.

Telepon : (0541) 4131937 / 08125397349

Email :  kerjasama@fisip.unmul.ac.id

(3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
jika pembatalan/ perubahan secara tertulis telah diterima Pihak lainnya dalam
waktu paling lama 7 (tuyjuh) hari kalender sejak terjadinya
pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan
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(4)

(1)

)

(3)

pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan

tersebut;

Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau

disampaikan:

a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan
tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tanda
tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan
tanda terima; atau

c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faximile atau sarana
komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik. '

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan kerja sama secara keseluruhan atau
sebagian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK
PERTAMA;

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa yang
menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah
merupakan Pihak yang berhak dan berwenang sesuai dengan ketentuan
dalam Perjanjian ini;

Apabila terdapat salah satu/lebih ayat dan/atau pasal dari Perjanjian ini yang
dinyatakan batal demi hukum oleh salah satu Pihak atau Para Pihak, maka
pernyataan tersebut tidak berlaku atas keabsahan/validitas berlakunya ayat
dan/atau pasal lainnya dalam Perjanjian ini, sehingga ayat dan/atau pasal
lainnya tetap berlaku mengikat Para Pihak.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut
di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

“Bh—i!-;—ﬂ Suprladl B., S.Kp., M.Kep

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Direktur : Delkan
rs Kemenkes Kaltim 'mﬁl;ﬁit s Mule’\varman

irqonifh, M.Si

NIP 196901051982031004 Nﬂf)N I1980070 200604 2 001
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LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

KALIMANTAN TIMUR
DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN REKRUITMEN LULUSAN

Nomor : HK.03.01 /F.XLII/ /2024 (MITRA)

Nomor : 2665/UN17.2/HK.07.00/2024

1. POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KALIMANTAN TIMUR

CFRSTIQEEDOD

Program Studi D-3 Keperawatan

Program Studi D-3 PJJ Keperawatan

Program Studi S-1 Terapan Keperawatan
Program Studi Pendidikan Profesi Ners
Program Studi D-3 Kebidanan

Program Studi D-3 Kebidanan (Balikpapan)
Program Studi D-3 PJJ Kebidanan

Program Studi S-1 Terapan Kebidanan
Program Studi Pendidikan Profesi Bidan
Program Studi D-3 Teknologi Laboratorium Medis
Program Studi S-1 Terapan Gizi & Diestetika
Program Studi S-1 Terapan Promosi Kesehatan

. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

MULAWARMAN

A.

B.

Program Studi Sarjana (S1):
Administrasi Publik

[lmu Pemerintahan
Pembangunan Sosial
Hubungan Internasional
[lmu Komunikasi
Administrasi Bisnis
Psikologi

Pemerintahan Integratif

Rl LS ke g

Program Magister (S2):
1. Administrasi Publik
2. Imu Pemerintah

KESEHATAN

UNIVERSITAS
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C. Pusat Kajian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
1. Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif (P2UBK)
2. Pusat Kajian Demokrasi dan Kepemiluan
3. Pusat Kajian CSR dan Pembangunan Berkelanjutan
4. Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (PKOPD)

D. Laboratorium di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
1. Laboratorium Kebijakan Publik
2. Laboratorium Audio Visual
3. Laboratorium Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Intervensi Sosial
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